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ABSTRAK

[bookmark: _GoBack]Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin keterlibatan semua orang dalam berbagai ruang dan kesempatan seperti yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (2 ) yang  menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Perubahan paradigma berfikir masyarakat terkait dengan peran perempuan didalam semua aspek kehidupan menjadi peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk mengambil aksi di dalam segala aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, dan politik. Peluang yang besar tidak serta merta mulus dalam pencapaian kuantitas dalam setiap sektor, hal ini tidak bisa lepas dari kendala dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan itu sendiri, baik langsung, hambatan mendasar dan hambatan struktural yang terbangun dari kondisi sosial dan budaya yang ada.
Kata Kunci: Demokrasi, Perempuan, dan Kebijakan.   



Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya.
(R.A Kartini)

PENDAHULUAN 
Latar Belakang
Tahun 1998 menjadi sakti jatuhnya rezim Orde Baru dan dimulainya reformasi di Indonesia. Hal ini  membuka pintu bagi keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan setelah sebelumnya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto melakukan stigmatisasi, domestikasi, dan kooptasi terhadap perempuan. Proses transisi demokrasi yang telah dan sedang berjalan sedikit banyak memungkinkan perempuan untuk mengklaim ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga-lembaga yang baru muncul atau yang direformasi.[footnoteRef:1] [1:  Anita Dhewy, Perempuan dan Kebijakan Publik, Jurnal Perempuan, JP 92, hlm. 4.] 

Sejarah mencatat pergerakan perempuan di Indonesia diawali oleh pemikiran R.A. Kartini walaupun sejujurnya pergerakan perempuan sudah lama dimulai jauh sebelum adanya pemikiran R.A. Kartini  seperti perjuangan Cut Nya’ Dhien, Cut Mutiah, Nyi. Ageng Serang, Dewi Sartika, Nyi Ahmad Dahlan, Ny. Walandouw Maramis, Christina Martha Tiahohu, dan lainnya. Mereka berjuang di daerah, pada waktu, dan dengan cara yang berbeda. Pemikiran R.A. Kartini bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki namun tidak terlepas dari tuntunan agama menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi-organisasi perempuan sejak tahun 1912. Sejak saat itu, wacana dan gerakan perempuan mewarnai bangsa Indonesia. Gerakan perempuan (gerakan gender) yang banyak muncul sepanjang tahun 1950-an sampai pertengahan 1960-an memunculkan berbagai tuntutan persamaan dalam hukum dan politik antara laki-laki dan perempuan dengan model organisasi yang berkait atau di bawah partai politik[footnoteRef:2]  [2:  Muhammad Nuruzzaman, 2005. Kia Husein membela perempuan. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, hlm. 2.] 

Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul Membincang feminisme: diskursus gender perspektif Islam menyatakan bahwa gender sebagai alat analisis umumnya dipergunakan oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Perbedaan gender (gender differences) yang selanjutnya melahirkan peran gender (gender role) sesungguhnya tidak menimbulkan masalah sehingga tidak perlu digugat. Maka, jika secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui, sesunguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan analisis gender adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender tersebut.[footnoteRef:3]  [3:  Mansour, Fakih, dkk, 1996. Membincang feminisme: diskursus gender perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti, hlm 46.] 

Tahun 2007 berdasarkan data yang dirilis oleh Indeks Pembangunan Gender atau Gender Development Index (GDI), Indonesia berada dinomor 80 dari 156 negara yang memberikan persamaan gender.[footnoteRef:4] Pada tahun 2009, angka ini merosot ke urutan 90, artinya perempuan di Indonesia masih belum menikmati hak dan standar yang sama dengan para laki-laki.[footnoteRef:5] Kondisi ini tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Didalamnya, mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non-diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 28 H ayat (2 ) yang  menyatakan:  [4:  Angka GDI (Gender-related Development Index) mengukur pencapaian dari dimensi dan indikator yang sama dengan HDI (Human Development Index), namun dengan memperhitungkan kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. GDI adalah HDI yang disesuaikan oleh adanya kesenjangan gender, sehingga selisih yang semakin kecil antara GDI dan HDI menyatakan semakin kecilnya kesenjangan gender. Berdasarkan Indonesia Human Development Report 2004, angka HDI 65,8 dan angka GDI 59,2. Tingginya angka HDI dibandingkan dengan angka GDI menunjukkan, bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender, atau masih terdapat kesenjangan gender. Ukuran lain dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah GEM (Gender Empowerment Measurement), yang menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor non-pertanian), politik (perempuan di parlemen) dan pengambilan keputusan (perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer). Angka GEM Indonesia pada tahun 2002 adalah 54,6, yaitu ranking ke-33 dari 71 negara yang diukur.]  [5:  UNDP Indonesia, Partisipasi PErempuan dalam politik dan pemerintahan:Makalah Kebijakan, Jakarta, 2010, hlm. 1] 

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tetapi perempuan sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dibidang politik dan pemerintahan. Perempuan masih dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berperan lebih banyak dalam membuat berbagai kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kuota keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan, ini berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak menyentuh urusan dan kepentingan perempuan. Oleh sebab itu, tulisan ini akan memberikan gambaran kendala-kendala peningkatan kuota keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan. 

METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis-empiris[footnoteRef:6] yang bertujuan untuk mendeskripsikan kendala peningkatan kuota keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan melalui tinjauan hukum terkait keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan.  Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kuota keterwakilan perempuan.[footnoteRef:7]Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah menggunakan pendekatan case of study  (studi kasus) yaitu mengkaji data yang terkait dengan keterkaitan dengan keterwakilan perempuan di Indonesia.[footnoteRef:8]Bahan pustaka bidang keterwakilan perempuan dalam kebijakan.[footnoteRef:9] [6:  Lebih lanjut, pengertian hukum normatif dapat dibaca di Suratman dan H. Philips Dillah dalam  Metode Penelitian Hukum , Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 54. ]  [7:  Suratman & H. Philips Dillah (2013). Metode Penelitian Hukum.  Bandung: Alfabeta.]  [8:  Bahder Johan Nasution (2008).  Metode Penelitian Ilmu Hukum. Jakarta: Mandar Maju. ]  [9:  Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2011). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.] 

Melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisa yang dikolaborasikan dengan data empiris. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan mengggunakan interpretasi dan konstruksi hukum. Dengan melakukan interpretasi hukum, akan dilakukan penafsiran hukum melalui penemuan hukum (rechtsvinding). Kemudian, konstruksi hukum yang dilakukan melalui argumentasi hukum a contrario akan menjawab isu hukum. Sehingga, dengan metode penemuan hukum tersebut akan dihasilkan argumentasi hukum yang dapat menjawab isu hukum melalui penalaran hukum logis dan sistematis. Dan di akhir tulisan ini akan mampu untuk menunjukan  bahwa terdapat kendala- kendala yang dihadapi dalam upaya  peningkatan kuota keterwakilan perempuan dalam kebijakan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili. Tujuannya agar dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Namun sejak gagasan demokrasi dipraktikkan, parlemen tidak pernah mewakili semua kelompok yang ada di masyarakat. Kenyataan ini menyebabkan parlemen sering mengeluarkan kebijakan yang justru mendiskriminasi kelompok masyarakat yang diklaim diwakilinya.[footnoteRef:10] [10:  Robert A Dahl, (terj.) Demokrasi dan Para Pengritiknya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992, Jilid II, h. 89-90.] 

Apabila perempuan Indonesia hanya diwakili oleh segelintir perempuan saja, sebanyak 101 juta lebih perempuan Indonesia terdiskriminasi oleh kebijakan legislatif. Sehingga kepentingan perempuan tidak mampu terwakili di lembaga legislatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan kembali pemaknaan demokrasi perwakilan, dengan menekankan pentingnya politik kehadiran (the political of presence), yaitu kesetaraan perwakilan antara laki-laki dan perempuan, keseimbangan perwakilan diantara kelompok-kelompok yang berbeda, dan melibatkan kelompok-kelompok termarjinalkan ke dalam lembaga perwakilan.[footnoteRef:11] [11:  Anne Philips, The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Etnicity, and Race, Oxford: Oxford University Press, 1998, hlm. 57-85.] 

Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia agar memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan didalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional. Pengkajian tentang negara-negara yang memiliki massa kritis kaum perempuan (30 %) di parlemen, dewan-dewan legislatif dan birokrasi tingkat lokal, membuktikan adanya pemberlakuan sistem kuota itu, baik yang diterapkan secara sukarela oleh partai-partai politik maupun yang digariskan oleh undang-undang.
Reformasi menjadi titik dimulainya pembangunan isu kesetaraan gender hingga menjadi menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Kita tentu memahami bahwa selama ini perempuan secara sosial terpinggirkan. Budaya partriarkis yang tidak ramah pada perempuan. Ada konstruksi sosial yang menempatkan perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus soal-soal domestik (keluarga) saja. Tak ada hak untuk merambah area yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa keyakinan itu masih tertanam kuat. Persoalan perwakilan perempuan menjadi penting manakala kita sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita melihat perempuan tidak secara proporsional terlibat dalam pengambilan keputusan. Padahal jumlah perempuan di Indonesia menurut data statistik lebih banyak ketimbang laki-laki. Kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik antara lain disebabkan oleh kondisi budaya yang patriakal yang tidak diimbangi kemudahan akses dalam bantuk tindakan afirmatif bagi perempuan, seperti pemberian kuota dalam bidang politik maupun pemerintahan. Budaya Patriarki mengakibatkan ketimbangan gender. Ketimbangan gender di Indonesia terjadi pada berbagai bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan politik.[footnoteRef:12] Hal tersebut melatar belakangi munculnya masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. [12:  Center For The Study Of Religion And Culture, Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, CSRC UIN Jakarta dan KAS Jakarta, 2009, hlm. 118-120. ] 

Sejarah tentang representasi perempuan di parlemen dan pemerintahan Indonesia merupakan sebuah proses panjang, tentang perjuangan perempuan di wilayah publik. Kongres Wanita Indonesia pertama, pada tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik. Dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1955, 6,5%  dari anggota parlemen adalah perempuan. Kemudian, representasi perempuan Indonesia di parlemen mengalami pasang surut, dan mencapai angka tertinggi sebesar 13,0% pada tahun 1987. Saat ini, jumlah perempuan mencapai 8,8 %  dari seluruh anggota perwakilan terpilih. Naff dan Thomas[footnoteRef:13] yang menyatakan bahwa rendahnya proporsi perempuan di birokrasi federal terkait dengan beberapa hal. Salah satunya berkaitan dengan faktor-faktor institusional yang secara umum dipandang sebagai isu glass ceiling dalam pengembangan jabatan perempuan di birokrasi. [13:  Katherine C Naff, dan Sue Thomas. 1994. The Glass Ceiling Revisited: Determinants of Federal Job Advancement. Policy Studies Review. Vol. 13: 3/4,  249-272.  ] 

Meskipun perempuan di Indonesia secara aktif memberikan sumbangsih mereka terhadap perekonomian nasional maupun rumah tangga melalui kerja produktif dan reproduktif mereka, mereka masih tidak dilibatkan dari berbagai struktur dan proses pengambilan keputusan di keluarga, masyarakat dan tingkat negara. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambilan keputusan di sektor publik telah berujung pada pembangunan kebijakan ekonomi dan sosial yang memberikan keistimewaan terhadap perspektif dan kepentingan kaum lelaki, serta investasi sumber-sumber daya nasional dengan mempertimbangkan keuntungan bagi kaum lelaki.
Rendahnya perwakilan perempuan tersebut tidak semata-mata merugikan kelompok perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian perempuan terhadap isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, antikekerasan, dan lingkungan, tidak bisa berbuah menjadi kebijakan selama mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Pengalaman hidup dan kepedulian perempuan yang khas menjadikan mereka harus memperjuangkan sendiri apa yang diinginkannya. Mayoritas laki-laki di DPR sulit diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan sebab mereka tidak mengalami dan memahami apa yang dirasakan dan diinginkan perempuan.[footnoteRef:14] [14:  Ramlan Surbakti, dkk, Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 3] 

Sedikitnya jumlah perempuan di parlemen dan pertimbangan perlunya perempuan terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan, mendorong lahirnya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Gerakan ini dipelopori oleh aktivis, kelompok, dan organisasi perempuan, yang muncul secara terbuka menjelang jatuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, tetapi mereka mulai bekerja sistematis pasca-Pemilu 1999. Mereka membawa konsep affirmative action (kebijakan afirmasi) dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan untuk diadopsi dalam pengaturan sistem pemilu demokratis. Konstitusi mengakui adanya kebijakan afirmasi dan penerapan kebijakan ini di beberapa negara ternyata efektif meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.[footnoteRef:15] [15:  Nadezha Shedova, Kendala-kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen, dalam Julie Balington (ed.), (terj.), Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah, Jakarta: IDEA, 2002, h. 20-22.] 

Kebijakan affirmative action merupakan kebijakan yang berusaha untuk menghilangkan tindakan diskriminasi yang telah terjadi sejak lama melalui tindakan aktif yang menjamin kesempatan yang sama, seperti dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Di bidang politik, kebijakan affirmative action diperlukan untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang hingga saat ini sangat minim secara kuantitatif.
Perubahan paradigma berfikir masyarakat terkait dengan peran perempuan didalam semua aspek menjadi peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk mengambil aksi di dalam segala aspek kehidupan baik social, ekonomi, budaya, pemerintahan, dan politik.[footnoteRef:16] Bidang pekerjaan yang dapat dimasuki oleh perempuan[footnoteRef:17]. Bidang pekerjaan yang sebelumnya hanya dipegang oleh laki-laki, sekarang secara perlahan sudah dimasuki oleh perempuan, salah satunya seperti di bidang politik dengan munculnya keanggotaan perempuan di parlemen. Peningkatan keterlibatan perempuan secara kuantitatif di bidang ekonomi dapat dikatakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Sebuah kesadaran baru pada diri perempuan, yang didukung oleh pergeseran sistem nilai yang memungkinkan perempuan untuk bekerja di luar rumah.  [16:  Dewi Motik, 1991. Kiat Sukses Perempuan Pengusaha. dalam Mily G Tan (ed) : Perempuan Indonesia Perempuan Masa Depan?.  Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.]  [17:  Irwan Abdullah, 2001. Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan. Yogyakarta: Tarawang Press] 

Perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok-kelompok pengajian. Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.[footnoteRef:18]  [18:  Muchtar, Adinda Tenriangke, 2008. “Mendorong keterwakilan Perempuan dalam politik”. Media Indonesia. Rabu, 3 September 2009., hlm. 1] 

[image: ]Kebijakan yang hanya berfokus pada angka melalui kuota keterlibatan perempuan tidak akan banyak berarti tanpa diperkuat dengan perluasan akses dan keterlibatan perempuan dalam politik. Ketiadaan penguatan tersebut akan dapat menggiring kebijakan kuota pada jebakan yang disebut Carol Bacchi[footnoteRef:19] sebagai the politic of presence atau “politik kehadiran”. Politik kehadiran dapat ditafsirkan sebagai kebijakan yang merasa cukup dengan kehadiran kaum perempuan dalam lembaga politik tanpa perlu secara serius menelusuri apakah kehadiran tersebut telah dan akan berkontribusi bagi perubahan kebijakan yang lebih memihak kepada perempuan. Dalam perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia, jumlah perempuan dalam parlemen memang belum menunjukkan angka yang signifikan. Perempuan masih dalam posisi yang lemah baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagai gambaran lemahnya partisipasi perempuan dalam politik (keterlibatannya dalam parlemen), berikut disajikan tabel jumlah perempuan dalam parlemen Indonesia sejak tahun 1950. [19: Laila Kholid Alfirdaus, 2008. ”Kebijakan setengah hati kuota perempuan dalam partai politik dan parlemen”. Jurnal Konstitusi: membangun konstitusionalitas Indonesia, membangun budaya sadar berkonstitusi. Vol. 5 Nomor 2, November, ISSN 1829-7706. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.] 

Rendahnya keterwakilan perempuan di pemerintahan serta lembaga lainnya disebabkan kultur atau budaya yang mengukuhkan bahwa laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah, sehingga laki-laki yang dominan peranannya dalam proses pengambilan keputusan sehingga membuat perempuan menjadi lemah sikap mentalnya untuk terjun ke ranah publik.[footnoteRef:20] [20:  ] 

Kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan menjadi lebih terakomodir dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional. Konsep pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi terhadap program pembangunan nasional.[footnoteRef:21]  [21:  Sarjana. 2006. Partisipasi Perempuan dalam Pengembangan Agrowisata di Dusun Dukuh, di Desa Sibetan Karangasem. Srikandi, Jurnal Studi Gender. Vol. VI No 2 Denpasar : PSW Unud. Dan lihat juga Silawati, Hartian. 2006.  Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana. Jurnal Perempuan. No. 50, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.] 

Seperti yang disampaikan oleh Hall[footnoteRef:22] bahwa saat ini perempuan sedang berjuang untuk membuat trobosan baru dan memberikan peranan dalam perkembangan masyarakat dan pemerintahan.  [22: Ingrid M. Hall, 1991. Perempuan Karir : Sebuah Ilustrasi dari Kanada, dalam Milly G Tan (ed) : Perempuan Indonesia Perempuan Masa Depan?.  Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.] 



Keterwakilan Perempuan di Indonesia
A. Perempuan di politik
a. Dewan Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia
Jumlah wanita	: 97 orang
Jumlah pria	: 463 orang
Jumlah anggota DPR RI keseluruhan : 560 orang
Lampung 	: 5 orang
Perbandingan Perolehan Kursi Anggota DPD RI  Pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014
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b. Dewan Perwakilan Daerah  RI
Jumlah wanita	: 32 orang
Jumlah pria	: 98 orang
Jumlah anggota DPD RI keseluruhan :  130 orang
Lampung 	: 0
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c. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi
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Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan baik di DPR, DPD, dan DPRD  masih jauh dari harapan yakni 30%. 

B. Perempuan di Pemerintahan

Pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018 merupakan pilkada serentak transisi. Tiga gelombang penyelenggaraan pesta demokrasi lokal ini bertujuan menyamakan siklus pilkada dan periode pemerintahan kepala daerah se-Indonesia. Berdasar perhitungan masa jabatan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri membagi jumlah daerah pilkada serentak gelombang pertama di 269 daerah, gelombang kedua di 101 daerah, dan gelombang ketiga di 172 daerah.[footnoteRef:23] [23:  Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan2017, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, 2017, hal 11] 


Jumlah daerah di Indonesia

	Daerah Pilkada
	Jumlah

	Provinsi
	33

	Kota
	93

	Kabupaten
	416

	
	542



Daerah yang melaksanakan pilkada tahun 2015

	Pilkada 2015
	Jumlah

	Provinsi
	9

	Kota
	36

	Kabupaten
	224

	
	269




Dari 269 daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada pada tahun 2015 terdapat 123 calon kepala dan wakil kepala daerah perempuan, setidaknya ada 35 calon yang terpilih, yaitu:
1. Airin Rachmi Diany, Walikota Tangsel.
2. Ratu Tatu, Bupati Serang.
3. Tri Rismaharini, Walikota Surabaya.
4. Sri Sumarni, Bupati Grobogan.
5. Cellica, Bupati Karawang.
6. Neni Moerniaeni, Walikota Bontang.
7. Rita, Bupati Kutai Kertanegara.
8. Chusnunia, Bupati Lampung Timur.
9. AsminLaura, Nunukan.
10. Ilmiati, Wakil Bupati Wakatobi.
11. Indah Putri, Bupati Luwu Utara.
12. Anna S, Bupati Indramayu.
13. Kartika, Lamongan.
14. Vonnie Anneke Panambuan, Kabupaten Minut (Sulawesi Utara).
15. Irna, Bupati Pandeglang.
16. Ibu Mas Sumantri, Kabupaten Karangasem Bali.
17. Indah Damayanti Putri, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.
18. Faida, Bupati Jember.
19. Hayati, Kediri.
20. Christine E Paruntu, Minahasa Selatan.
21. Neti Herawati, Wabup Kepahiang, Bengkulu.
22. Mirna, Bupati Kendal.
23. Maya Rosida, Kabupaten Wonosobo.
24. Hairiah, Wakil Bupati Sambas.
25. Badingah, Bupati Gunung Kidul.
26. Sri muslimatin, Wakil Bupati Sleman.
27. Hevearita, Wakil Walikota Semarang.
28. Sri Hartini, Bupati Klaten.
29. Sri Mulyani, Wakil Bupati Klaten.
30. Kusdinar Untung, Bupati Sragen.
31. Windarti Agustina, Wakil Walikota Magelang.
32. Yuli Hastuti, Wakil Bupati Purworejo.
33. Nurbalistik, Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan.
34. Dyah Hayuning Pratiwi, Wakil Bupati Purbalingga.
35. Erlina, Wakil Bupati Pesisir Barat Lampung. 

Pemungutan suara serentak yang dilakukan pada 15 Februari 2017 di 101 daerah menghasilkan 13 perempuan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 45 orang yang mencalonkan. Mereka terdiri dari satu wakil gubernur, dua wali kota, satu wakil wali kota, delapan bupati, dan satu wakil bupati. 
· Dari empat perempuan calon gubernur dan wakil gubernur, hanya satu yang terpilih, yakni Enny Anggraeni Anwar  untuk wakil Gubernur Sulawesi Barat
· Dari enam perempuan calon wali kota terpilih dua Perempuan Wali Kota Itu Adalah. 
1. Dewanti Rumpoko untuk wali kota Batu. 
2. Tjhai Chui Mie untuk wali kota Singkawang.
· Delapan dari 15 perempuan calon bupati memenangkan pemilihan.
1. Idza Priyanti, untuk bupati Brebes
2. Kedua, Winarti, untuk bupati Tulang Bawang
3. Masnah Busro, untuk bupati Muaro Jambi.
4. Neneng Hasanah Yasin, untuk bupati Bekasi.
5. Karolin Margret Natasa, untuk bupati Landak.
6. Nurhidayah, untuk bupati Kotawaringin Barat.
7. Noormiliyani, untuk bupati Barito Kuala.
8. Yasti Soepredjo Mokoagow, untuk bupati Bolaang Mongondow
· Satu dari empat perempuan calon wakil wali kota, terpilih sebagai wakil wali kota, yakni Pahima Iskandar, untuk wakil wali kota Sorong.
· Untuk wakil bupati, dari 15 perempuan calon wakil bupati, hanya satu  perempuan memenangkan Pilbup, yakni Satya Titiek Atyani Djoedir, untuk wakil bupati Barito Selatan.

C. [image: ]Perempuan di 13 Komisi Nasional











D. Perempuan di Lembaga Peradilan
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Berdasarkan data Perempuan di politik, Perempuan di Pemerintahan, Perempuan di 13 Komisi Nasional, dan Perempuan di Lembaga Peradilan dapat dikelompokkan hambatan atau kendala Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik dan Partisipasi Perempuan di Sektor Pemerintahan. 
Hambatan/kendala dalam Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik
1. Hambatan Langsung
a. Kurangnya Kepercayaan Perempuan terhadap Sistem Politik
b. Kurangnya Keterampilan dan Pendidikan Politik
c. Kurangnya Pengetahuan akan Sistem 
d. Kurangnya Minat Perempuan terhadap Politik
e. Kurangnya Sumber Daya Finansial
f. Kurang Percaya Diri 
g. Kurang Mobilitas Tanggung Jawab Keluarga 
h. Kurangnya Perempuan yang Aktif sebagai Kader Partai Politik
i. Kurangnya Dukungan dari Partai Politik Persepsi yang Menganggap Politik itu Kotor

2. Hambatan yang Bersifat Mendasar
a. Budaya Maskulin dan Dominasi Laki-laki
b. Agenda Partai Politik yang Berorientasi terhadap Laki-laki Saja
c. Kurangnya Demokrasi di Internal Partai Politik 
d. Komersialisasi Politik 
e. Sistem Kepemiluan 
f. Nepotisme dan Elitisme didalam Partai Politik 
g. Kekerasan Politis 
h. Korupsi dalam Politik



3. HambatanStruktural 
a. Dikotomi Diskursif Ranah Publik-Privat 
b. Patriarki Publik dan Privat
c. Perilaku Sosial yang Patriarkis terhadap Laki-laki dan Perempuan
d. Fundamentalisme Keagamaan

Hambatan/kendala dalam Partisipasi Perempuan di Sektor Pemerintahan
1. Hambatan Langsung
a. Kurangnya Lapangan Kerja 
b. Kurangnya Mobilitas dalam Hal Pekerjaan 
c. Kurangnya Kualifikasi
d. Tingginya Tingkat Pengangguran
e. Batasan Budaya dalam Hal Pilihan Pekerjaan bagi Perempuan
f. Pelecehan dan Intimidasi Seksual di Tempat Kerja

2. Hambatan yang Mendasar 
a. Dominasi Laki-laki di Tingkat Manajemen Senior dan Kebijakan 
b. Liberalisasi dan Kasualisasi Pekerjaan 
c. Ketidakadaan Kuota Gender

3. Hambatan Struktural 
a. Ideologi Peran Gender
b. Lembaga Budaya yang Bersifat Maskulin
c. Pasar  Tenaga Kerja yang Tersegmentasi

SIMPULAN
Perempuan mempunyai peranan yang sangat strategis bukan hanya dalam lingkup keluarga melainkan dalam lingkup bernegara. Sejak tahun 1998 dimulailah upaya untuk memberikan keterwakilan perempuan dalam angka yang lebih besar melalui affirmative action. Kebijakan affirmative action merupakan kebijakan yang berusaha untuk menghilangkan tindakan diskriminasi yang telah terjadi sejak lama melalui tindakan aktif yang menjamin kesempatan yang sama, seperti dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Sejak reformasi, pertumbuhan keterwakilan perempuan menunjukkan peningkatan seiring perubahan paradigma di dalam masyarakat. Perempuan sedang berjuang untuk memberikan sumbangsih kepada Indonesia dengan bukti yang lebih luas dalam kebijakan. Keikutsertaan perempuan di dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam kebijakan menghadapi kendala-kendala diantaranya kendala dalam Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik dan Hambatan/kendala dalam Partisipasi Perempuan di Sektor Pemerintahan. 
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Tabel 1.1: Berdasarkan Jenis Kelamin Hasil Pemilu 1950-2015"
Periode | Jumlah Perempuan Lakilaki

anggota
DPR

Tumlah %
1950-1955 245 9 37 963
1955-1960 289 17 59 941
1956-1959 513 25 49 95.1
1971-1977 496 36 73 97
1977-1982 489 29 59 941
1982-1987 499 39 78 92
1987-1992 565 65 115 500 885
1992-1997 562 6 11 500 89
1997-1999 554 54 97 | 500 903
19992004 546 | 46 84 500 | 916
20042009 550 6 115|487 885

20092014 560 99 17,7 461 823

Tabel di atas menunjukkan bagi perempuan bahwa ketika perempuan

diberikan kesempatan untuk mengeluarkan aspirasinya, terbukti tidak bisa
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ekonomi, dan tidak memiliki kekuasaan dalam hal keuangan dan masalah politik.

Tabel 4:
Keterwakilan Perempuan di 13 Komisi Nasional

Komnas Perlindungan Perempuan 2010-2014
Komisi Pemberantasan Korupsi~KPK  2009-2014
Komisi Yudisial - KY 2002-2010
Komisi Pengawas Persaingan Usaha -~ 2006-2011
KPP

Komisi Nasional Hak Hak Asasi Manusia— 2007 - 2012
Komnas HAM

Ombudsman Republik Indonesia 2000 - sekarang
Komisi Nasional Perindungan Anak 20072012
Komisi Penyiaran Indonesia - KPI 20072012
Komisi Pemilihan Umum ~KPU 20072012
Badan Pengawas Pemilihan Umum - 20082013
Bawaslu

Komisi Hukum Nasional - KHN 2000 - sekarang
Komisi Informasi Publik 2009 - sekarang
Komisi Kepolisian Nasional - Kompolnas 20092012

Dalam Komisi Pemilihan Umum, 43 persen anggotanya adalah perempuan jika dibandingkan sebanyak
57 persen anggota laki-laki, sementara di KPUD, keterwakilan perempuan hanyalah sebesar 19 persen.

Gambar 10:

Perempuan di KPUD tingkat Provinsi
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Perempuan terwakilkan secara marjinal di mahkamah agung dan pengadilan tinggi. Pada tahun 2010,
tidak ada satu pun perempuan yang bekerja sebagai hakim di mahkamah agung indonesia. Hanya ada
‘enam orang perempuan (15,8 persen) di eselon dua di mahkamah agung.

Di peradilan sipil, dari 3.104 hakim, 2352 hakim adalah laki-laki (76 persen) sementara 752 orang hakim
perempuan yang ada mengambil 24 persen dari jumlah keseluruhan.

Gambar 11:

Keterwakilan Perempuan di Lembaga
Peradilan Sipil (2010)

perempuan
2%

Sumber: Data diolah dari “Data Hakim PN Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ~ Mahkamah Agung Republik
Indonesia (http:/badilum.info/index php?option=com_hakimgloc=pn&itemid=99).

Indonesia juga memiliki apa yang disebut peradilan agama yang memilikitugas dan kewenangan untuk
meninjau, memutuskan dan menyelesaikan kasus-kasus untuk warga negara beragama lslam untuk
masalah pernikahan, warisan, dan ekonomi syariah. Peradilan ini dibentuk oleh undang-undang dengan
wilayah yurisdiksi kabupaten dan kota. Pengadilan Agama tingkat Tinggi memiliki provinsi sebagai
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Gambar 12:

Hakim Perempuan di Peradilan
Agama (2010)

Laki-tski
009%

Sumber: Data diolah dari "Nama Hakim Dilingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesla® Pusat Data dan Informas!
Kementerian Agama.

Tidak ada satu orang pun perempuan yang bekerja di mahkamah konsitusi dari tahun 2003 - 2008 dan
hanya satu orang perempuan yang dimasukkan ke dalam daftar sembilan orang hakim mahkamah
konstitusi yang memegang peranan penting dalam peninjauan kembali berbagai perundang-undangan
yang diskriminatif. Karenanya penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di mahkamah
konstitusi

Data yang dikumpulkan dari kantor Kejaksaan Agung memperlinatkan bahwa dari jumlah total jaksa di
31%provinsi dan kejaksaan agung, terdapat 29,17 persen jaksa perempuan.
Gambar 13:

Perempuan di Kejaksaan (2010)
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